BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 2& TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK UNTUK
WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK
REKLAME, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR,
PAJAK AIR TANAH TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9
telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan
ekonomi yang secara nyata telah mengganggu aktivitas
ekonomi dan membawa implikasi bagi perekonomian
di Kabupaten Boyolali;

b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya melakukan
penyelamatan kesehatan dan perekonomian serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia
usaha dan masyarakat yang terdampak Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), dengan memberikan
perpanjangan terhadap pemberian insentif dan
penundaan pembayaran pajak dalam rangka
menghadapi kehidupan normal baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak
Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali;

Mengingat..........
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan......
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Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 176);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

11. Peraturan......
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11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman = Penatausahaan  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor
14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor
14);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pemberian Insentif dan  Penundaan
Pembayaran Pajak Untuk Wajib Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah Terdampak Wabah Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR
TANAH TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pemberian Insentif dan Penundaan Pembayaran Pajak Untuk Wajib
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Terdampak Wabah
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....
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Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

3)

Pasal 4

Insentif diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dari Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak untuk Masa
Pajak Bulan Maret, Bulan April, Bulan Mei, Bulan Juni, Bulan Juli dan
Bulan Agustus Tahun 2020.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengurang dari
Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum
Daerah.

Dalam hal pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah
sebelum Bulan April 2020, maka sudah menjadi pendapatan Daerah
yang sah dan tidak mendapat Insentif.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 5

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan
penundaan untuk Masa Pajak Bulan Juni, Bulan Juli, Bulan Agustus
dan dibayarkan paling lambat tanggal 30 September 2020.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan
dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat
terutangnya Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan
melebihi tanggal 31 Juli 2020 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2020.

PasalIl........
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Met 2020

/[ BUPATI BOYOLALI, ‘
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/SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 149 Mer 2020

[~ Telah diteliti g
SEKRETARIS DAERAH . Bagiant;i:kum i
g Se
TEN BOYOLALI, ¢ ~Paraf ¢ |
e v

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 25



